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KEPALA DESA TIDAR KURANJI
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI
; NOMOR § TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA [RKFDes|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen
perencanaan pembangunan desa berupa rencana
kerja Pemerintah desa (RKPDes] yang merupakan
penjabaran rencana pembangunan  jangka
menengah desa (RPJM-Desa);

b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum
musyawarah perencanaan  pembangunan desa
(Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan
RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan
Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 Tentang
Desa;

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari APBN;

3. -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
) 2014 Pedoman Telknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
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12.

13.

14.

"15.

16.

17.

w -2-
2014 Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Pedoman Pembangunan Desa,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 Pengelolaan Keuangan Deaa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015
tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015
tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme

pengambilan keputusan musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015
tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 16 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembanguan Daerah.

Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 6 Tahun

2009 tentang Rencana Pembanguan Jangka
Panjang Tahun 2005 - 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 18
Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa,

Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 63
Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Partisipatif.

Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 46
Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Keuangan

Desa.
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18, Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa.

18. Peraturan Bupati Kabupaten Batanghar Nomor 13
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
tingkat Desa.

20. Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI
dan
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . Peraturan Desa Tentang Rencanan Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) Desa Tidar Kuranji Tahun Anggaran
2022,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hulkum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 'asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24

B

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai nformasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Janglka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam| tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat EKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)} tahun yang akan

. diusulkan  Pemerintah Desa kepada ~Pemerintah  Daerah

Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan
Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana vang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yvang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang
Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga vang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat,

Lembaga adat . Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.
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26.

27.

28,

30,

31.

32.

33.

39.

36.

37.
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Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam
Lembaran Desa atau Berita Desa.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di
Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tngg.

Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang
meényebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi
terhadap suku, agama dan kepercayasn, ras, antar golongan, dan
gender.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 | enam ) tahun, .

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP-Des adalah
penjabaran dari REJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
disulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Batanghari melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah,

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran
Desa atau Berita Desa.
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di

Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
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38. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terganggunva kegiatan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi
terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan
gender.

BAB Il
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BAB1 : PENDAHULUAN
b. BABII : PRIOROTAS PEMBANGUNAN DESA
c. BABI : RENCANA KEGIATAN FEMBANGUNAN DAN
. PENDANAAN
d. BABIV : PENUTUP
LAMPIRAN

(1} Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAR III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 3

Daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 adalah

penjabaran dari RPJM Desa vang menjadi bagian dari REF Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa Kepada

Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pemabangunan

Daerah.

Pasal 4
Daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 selanjumya

disingkat RKP Desa sebagai mana pasal (3) menjadi dasar penectapan AFB
Desa Tahun 2020

Pasal 5

{1} EKepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
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(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi:
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal, dikelola melalui
swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa
dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

(5) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten /[Kota,

(6) Dalam hal ketentuan kepala Desa mengoordinasikan kegiatan
pembangunan Desa menvatakan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah diintegrasikan .ke dalam pembangunan

Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam
APB Desa.

(7) Dalam hal ketentuan Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan
pembangunan Desa, menyatakan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa
mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(8) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang berskala
lokal dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa vyang
diselenggarakan oleh BFD.

(9) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa persiapan
pelaksnaan pembangunan Desa tidak menyepakati telkknis pelaksanaan
program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat
mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(10) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) kepada bupati /walikota melalui camat.

(11} Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaarl program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(12) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh
perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal b

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan
kepala Desa.
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(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan dirl, pindah domisili
keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat
mengubah pelaksana kegiatan.

(4) Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.

(2) Rencana kerja memuat antara lain:

uraian kegiatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi,

kelompok -a.aaaran;

tenaga kerja; dan

daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kergja untuk
. ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

@ e po g

Pasal &

(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

{2) Sosialisasi sebagaimana dilakukan antara lain melalui:

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistemn informasi Desa berbasis website;

papan informasi desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.

o oAD TR

Pasal 9

(1) .Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
Desa. .

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota melaksanakan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa

{3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pembimbingan teknis.

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain meliputi:
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a, kepala Desa,

b. perangkat Desa;

¢. Badan Permusyawaratan Desa,

d. pelaksana kegiatan,

¢. panitia pengadaan barang dan jasa;

f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

(S) Pembekalan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

(6

(7}

18]

1)

(1]
(]

(3)

a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud , antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain
teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan
penegasan batas desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan desa seperti penda:,ragun_aan
teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme
pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan mengacu pada peraturan
bupati/walikéta.

Pasal 10

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi

Pelaksana Lkegiatan sebagaimana  dalam melakukan penyiapan

dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.

Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

a. dokumen RKP Desa beserta lampiran; .

b. dokumen APB Desa,

¢. dokumen administrasi keuangan,

d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan
dilakukan; )

daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan

pekerjaan;

g penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dar warga
masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset
Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;

y
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h. penjiapnn' dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan
Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa; '

j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;dan :

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan
lingkungan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan  kegiatan pembangunan Desa mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di
Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(2) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada
di Desa selaurang-kurangnya melakukan:

pendataan kebutuhan tenaga kerja;

pendaftaran calon tenaga kerja;

pembentukan kelompok kerja;

pembagian jadwal kerja; dan

pembayaran upah dan/atau honor.

(3) Besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran
upah danfatau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang
ditetapkan dalam APE Desa.

(4) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di
Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material /bahan.

(5) Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APE Desa

fan oR

(6) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
yang berbentuk barang;

¢. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
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e. penetapan jadwal kerja.

(7) Jenmis dan jumlah swadaya masyarakat’ serta tenaga sukarela
sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam
RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(8 Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa
dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

h. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribaci
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa.

{9) Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak
-umsh tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa_

(10] Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilaltukan dengan cara:
a2 peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugl atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(11} Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak
rumah tangga miskin dilakukan melalui APB Desa.

(12] Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

¥epala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
sexurang-kurangnya meliputi:

2. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan,

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

¢. perubahan pelaksanaan kegiatan,

d pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

€. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

f musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
£ pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 13

1) Hepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
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(2) P:mh;haau.n tentang perkembangan  pelaksanaan  kegiatan
berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa,

(3] Rapat kerja pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sekuran g-kurangnya 3
(tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

(4) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan membahas antara lain:
perkembangan pelaksanaan kegiatan,
pengaduan masyarakat,
masalah, kendala dan hambatan;
target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e, perubahan kegiatan.
(5) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan

sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada
di Desa.

an oPe

Pasal 14

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli
vang berasal dari masyarakat Desa,

(4) Dalam hal tdak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam
pint (3}, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui
camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga
pendamping profesional.

(5) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

(6) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(7) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan
pada setiap tahapan sebagaimana point ().

(B) Laporan hasil pemeriksaa menjadi bahan pcngunda.ll.aﬂ pelaksanaan
kegatan oleh kepala Desa.
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Pasal 15

(1) Pe;uerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang
kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal
terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimasud pada avat (1) mengacu
peraturan perundang-undangan.

(3] Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada avat (1) mengacu
peraturan bupati/walikota.

{4) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanasn kegiatan
pembangunan di desa.
(5) Perubahan kegiatan dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerntah provins,
dan/atau pemerintah kabupaten /kota.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
dan
¢. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
(6) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan point (3)
(7) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakan
perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

{8) Hasil kesepakatan dituanghkan dalam berita acara.

(9) Berita acara dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan
rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan infrastrukeur Desa.

(10) Berita acara menjadi dasar bagi kepala DE‘-‘E-EI. menetapkan perubahan
pelaksanaan kegiatan.

(11) Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

Pasal 16

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat
dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
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(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud point (1) sekurang-kurangnya
meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat,

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat,
¢. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pada point (2], berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b, mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana
kegiatan,

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah; '

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan

e, mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa
berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui
musyawarah desa.

(5) Dalam hal musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan
selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah
desa. '

Pasal 17

(1) Pelaksana  kegiatan menyampaikan laporan  perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa,

(2) Penvampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan
penyvaluran dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap
penggunaan dana yang diterima dan, tahapan perkembangan
pelaksanaan kegiatan Laporan dituangkan dalam format laporan hasil

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
(4) Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 25%, 50% dan 100%
vang diambil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja danfatau
melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung
kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f. gambar puma laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
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(5) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan,

Pasal 18

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
(2) Musyawaranh desa diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan
Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala
Desa; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala
Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat Desa,

(4] Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa  berdasarkan
laporan akhir pelaksana kegiatan.

(5) Masvarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa.

(6] Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan memberikan
masukan kepada kepala Desa. .

(7) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan
masukan masyarakat Desa.

(8] Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.

(9) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
musyawarah desa.

Pasal 19

{1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan
pembangunan Desa.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan
Desa.
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(4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan Desa

(5) Pembentukan kelompok ditetapkan dengan keputusan kepala Desa,
Pasal 20

(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan
pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan
pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan, dilakukan dengan cara menilai
penyusunan RPJM Desa dan RKF Desa,

(3) Pemantauan tahapan pelaksansan dilakukan dengan cara menilai
antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan
bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan
kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. °

(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Desa.

(5) Bupati/walikkota  melakukan  pemantauan dan  pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara;

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan membenkan umpan balik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi  perkembangan dan  kemajuan  kegiatan
pembangunan Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

(6) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa  sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau
kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan
APE Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan
penverapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
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Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Tidar
Kuranji.
Ditetapkan di : Desa Tidar Kuranji
Pada Tanggal . '7 DEwpee 2021

Diundangkan di Desa Tidar Kuranji
Pada Tanggal |9 fef=kn 2021

SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI
A Nyo

LAHUDIN, 5.Pd
LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2021 NOMOR
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